Appendix #5

Legislation



1.1. Peraturan Perundang - Undangan

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan

Studi

AMDAL Pembangunan Peningkatan Kapasitas

PLTG

Bangkanai 140 MW,SUTT 150 kV Bangkanai-Muara Teweh dan
PLTMG Bangkanai 155 MW serta CNG Plant Kalimantan Tengah

ini beserta alasan pemakaiannya tertuang dalam tabel berikut :

A.Undang-Undang

No Peraturan Tentang Alasan

1. | Undang-undang | Peraturan Dasar | Sebagai acuan dalam
RI No. 5 Tahun | Pokok-pokok pemanfaatan  lahan
1960 Agraria sebagai lokasi

pembangunan PLTG,
PLTMG dan CNG Plant

2. | Undang-undang | Kesempatan Kerja | Sebagai pedoman
RI No. 1 Tahun dalam pelaksanaan
1970 pengawasan

keselamatan kerja
para pekerja

3. | Undang-undang | Wajib Lapor | Sebagai pedoman
RI No. 7 Tahun | Ketenagakerjaan di | dalam pelaporan
1981 Perusahaan tenaga kerja

4. | Undang-undang
RI No. 5 Tahun

Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati

Sebagai acuan untuk
mengetahui jenis-jenis

1990 dan Ekosistemnya | konservasi sumber
daya alam hayati dan
ekosistemnya

5. | Undang-undang | Jaminan Sosial | Sebagai pedoman

RI No. 3 Tahun | Tenaga Kerja dalam pemberian

1992

jaminan sosial tenaga
kerja kepada pekerja

6. | Undang-undang
RI No. 41
Tahun 1999
sebagaimana
telah diubah
undang-undang
nomor 19 tahun
2004  tentang
penetapan
perpu nomor 1

Kehutanan

Sebagai Pedoman
apabila lokasi tapak
kegiatan = memasuki

kawasan hutan




Tahun 2004

Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan

daerah

No Peraturan | Tentang Alasan
tahun 2004
tentang
perubahan atas
undang-undang
nomor 41 tahun
1999
7. | Undang-undang | Ketenagakerjaan Sebagai acuan dalam
RI No. 13 perlindungan tenaga
Tahun 2003 kerja yang terlibat
dalam kegiatan
pembangunan PLTG,
PLTMG DAN CNG
Plant
8. | Undang-undang | Sumber Daya Air Sebagai acuan dalam
RI No. 7 Tahun kegiatan
2004 pembangunan PLTG,
PLTMG DAN CNG
Plant apabila di
sekitar sumber daya
air
9. | Undang-undang | Pemerintah Daerah | Sebagai acuan dalam
RI No. a2 kegiatan
Tahun 2004 pembangunan PLTG,
tentang PLTMG DAN CNG
Pemerintah Plant akan melintasi
Daerah beberapa daerah
sebagaimana
Telah  Diubah
undang-undang
Nomor 12
Tahun 2008
tentang
Perubahan
Kedua Atas
Undang-undang
Nomor 32
Tahun 2004
10. | Undang-undang | Perimbangan Sebagai pedoman
RI No. 33 | keuangan antara | untuk mengatur besar

dana yang ada dan
atau dihasilkan dari
kegiatan

pembangunan dari
pemerintah pusat dan




No Peraturan Tentang Alasan
daerah
11. | Undang-undang | Penanaman Modal | Sebagai pedoman
RI No. 25 dalam kegiatan
Tahun 2007. penanaman modal

untuk proyek PLTG,
PLTMG DAN CNG
Plant

12.

Undang-undang
RI No. 26
Tahun 2007

Penataan Ruang

Sebagai pedoman
untuk mengetahui
bahwa rencana
kegiatan PLIG,
PLTMG DAN CNG
Plant sudah sesuai

dengan rencana tata
ruang

13. | Undang-undang | Perseroan Terbatas | Sebagai pedoman
RI No. 40 dalam mengatur
Tahun 2007 kewajiban program

kemitraan
perusahaan

14. | Undang-undang | Lalu Lintas dan | Sebagai pedoman
RI No. 22 | Angkutan Jalan untuk kegiatan
Tahun 2009 mobilisasi peralatan

dan material

15. | Undang-undang | Ketenagalistrikan Sebagai pedoman
RI No. 30 dalam
Tahun 2009 ketenagalistrikan  di

Indonesia

16. | Undang-undang | Perlindungan dan | Sebagai pedoman
RI No. 32 | Pengelolaan dalam melaksanakan
Tahun 2009 Lingkungan Hidup | pembangunan yang

berwawasan
lingkungan

17. | Undang-undang | Kesehatan Digunakan sebagai
RI No. 36 pedoman dalam
Tahun 2009 pemantauan dampak

kesehatan masyarakat
yang terkena dampak
kegiatan
pembangunan PLTG,
PLTMG DAN CNG
Plant

18.

Undang-undang
RI No. 2 Tahun

Pengadaan Tanah
bagi pembangunan

Sebagai
dalam

pedoman
kegiatan




No

Peraturan

Tentang

Alasan

2042

umuim

untuk kepentingan

pengadaan lahan

B.Peraturan Pemerintah

No | Peraturan Tentang Alasan

1. | Peraturan Tata Pengaturan | Dikarenakan Pembangkit
Pemerintah Air ini disepadan Sungai
No. 22 Tahun
1982

2. | Peraturan Penyelenggaraan | Sebagai Pedoman Untuk
Pemerintah Jamsostek penyelenggaraan
No. 14 Tahun jamsostek untuk
1993 keamanan tenaga kerja

3. | Peraturan Perlindungan Rencana usaha dan/atau
Pemerintah Tanaman kegiatan hendaknya
No. 6 Tahun mengupayakan
1995 perlindungan terhadap

tanaman

4. | Peraturan Hak Guna Lahan, | Berkenan dengan usaha
Pemerintah Hak Guna | dan/atau kegiatan yang
No. 40 Tahun | Bangunan dan | berkaitan dengan lahan
1996 Hak Guna Pakai |dan tanah

Atas Tanah

S. | Peraturan Pengelolaan Peraturan ini berkenan
Pemerintah Limbah Bahan | dengan penyimpanan
No. 18 Tahun | Berbahaya  dan | sementara limbah B3
1999 Beracun pada saat pengoperasian

Pembangkit

6. | Peraturan
Pemerintah
No. 85 Tahun
1999

7. | Peraturan Pengendalian Peraturan ini digunakan
Pemerintah Pencemaran sebagai dasar
No. 41 Tahun | Udara pengendalian dampak
1999 pencemaran udara serta
' acuan baku mutu

8. | Peraturan Kewenangan Sebagai dasar penilaian
Pemerintah Pemerintah dan | AMDAL kegiatan ini yang
No. 25 Tahun | Kewenangan menjadi kewenangan
2000 Provinsi sebagai | komisi penilaian AMDAL




No | Peraturan Tentang , __Alasan
Daerah Otonomi | provinsi
9. | Peraturan Lembaga Digunakan sebagai acuan
Pemerintah Penyedia Jasa | karena usaha dan/atau
No. 54 Tahun | Pelayanan kegiatan ini tidak
2000 Penyelesaian menutup kemungkinan
Sengketa terjadinya sengketa
Lingkungan lingkungan terutama
Hidup di Luar |dengan masyarakat
Pengadilan sekitar
10. | Peraturan Pengelolaan Berkenaan dengan rona
Pemerintah kualitas air dan | lingkungan dalam
No. 82 Tahun | Pengendalian kaitannya dengan
2001 Pencemaran Air kualitas air permukaan di
wilayah studi
11. | Peraturan Penatagunaan Sebagai Pedoman untuk
Pemerintah Tanah mengetahui bahwa
No. 16 Tahun kegiatan PLTG, PLTMG
2004 DAN CNG Plant sesuai
dengan tata guna tanah
12. | Peraturan Perlindungan Sebagai pedoman usaha
Pemerintah Hutan dan/atau kegiatan harus
No. 60 Tahun memperhatikan aspek
2009 jo. No konservasi/perlindungan
38 Tahun hutan
2007
13. | Peraturan Pembagian Sebagai pedoman untuk
Pemerintah Urusan Pembagian urusan
No. 38 Tahun | Pemerintah pemerintah antara
2007 antara pemerintah daerah
Pemerintah, provinsi dengan
Pemerintah pemerintah daerah
Daerah  Provinsi | Kabupaten/Kota
dan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
14. | Peraturan Penyelenggaraan | Berkenaan dengan usaha
Pemerintah Penataan Ruang |dan/atau kegiatan yang
No. 15 Tahun berkaitan dengan tata
2010 ruang
15. | Peraturan Kegiatan Usaha | Sebagai Pedoman dalam
Pemerintah Penyedia Tenaga | penyediaan pemanfaatan
No. 14 Tahun | Listrik tenaga listrik yang ada
2012 demi kepentingan

masyarakat banyak




No | Peraturan _ Tentang Alasan

16. | Peraturan Izin Lingkungan Peraturan ini adalah
Pemerintah sebagai dasar melakukan
No. 27 Tahun studi Analisis Mengenai
2012 Dampak Lingkungan

C.Peraturan /Instruksi Presiden

No Peraturan Tentang Alasan
1. | Peraturan Tata cara | Sebagai acuan tata
Presiden No. 54 | Pengadaan Tanah |cara pengadaan tanah
Tahun 2005 untuk lokasi PLTG,
PLTMG DAN CNG Plant
2. | Peraturan Kebijakan Energi | Sebagai dasar dalam
Presiden No. S | Nasional pertimbangan
Tahun 2005 pelaksanaan
pembangunan
ketenagalistrikan
PLTG, PLTMG DAN
CNG Plant
3. | Peraturan Perubahan  Atas | Sebagai Pedoman
Presiden No. 65 | Peraturan Pemarakarsa dalam
Tahun 2005 Presiden = Nomor | pembebasan lahan
36 Tahun 2005 | untuk lahan proyek
tentang
Pengadaan tanah
Bagi Pelaksanaan
Pembangunan
untuk
Kepentingan
umum
4. | Keputusan Wajib lapor | Sebagai acuan dalam
Presiden No. 04 | Lowongan hal yang berkaitan
Tahun 1980 Pekerjaan dengan adanya
lowongan pekerjaan
5. | Keputusan Pengelolaan Sebagai pedoman
Presiden No. 32 | Kawasan Lindung | apabila lokasi tapak
Tahun 1990 tower atau kegiatan
memasuki kawasan
lindung
6. | Keputusan Koordinasi Sebagai pedoman
Presiden RI No. | Penataan Ruang | untuk mengetahui
62 Tahun 2000 | Nasional bahwa kegiatan PLTG,

PLTMG DAN CNG Plant
sesuai dengan




No Peraturan Tentang , Alasan =
Koordinasi Penataan
Ruangan Nasional
7. | Keputusan Kebijakan Sebagai acuan dalam
Presiden RI No. | Nasional di | pengadaan lahan
34 Tahun 2003 | Bidang untuk kegiatan tapak
Pertanahan proyek

Keputusan
Presiden RI No.
4 Tahun 2003

Badan Koordinasi
Penataan Ruang
Nasional

Sebagai pedoman
untuk mengetahui
bahwa kegiatan PLTG,
PLTMG DAN CNG Plant
sesuai dengan
pengelolaan tata ruang
nasional

D.Peraturan Menteri

No Peraturan Tentang Alasan
1. | Peraturan Menteri | Kewajiban Sebagai pedoman
No. PER | melapor penyakit |dalam  mengatasi
01/MEN/1981 akibat kerja penyakit tenaga
kerja
2. | Peraturan Menteri | Kebisingan yang | Peraturan ini
Kesehatan berhubungan sebagai acuan
No. 781 /MENKES/ | dengan kesehatan |ambang batas
PER/ kebisingan yang
XII/1987 ditimbulkan  oleh
kegiatan
pembangunan
PLTG, PLTMG DAN
CNG Plant
3. | Peraturan Pedoman teknis | Sebagai pedoman
Menteri penyusunan Informasi
Pertambangan penyajian lingkungan di
dan Informasi bidang
Energi No. | Lingkungan dan | Ketenagalistrikan
0935/K/008/ Analisis Dampak
M.PE/1988 Lingkungan untuk
kegiatan di bidang
ketenagalistrikan,
4. | Permenkes No. | Syarat-syarat dan | Berkenaan dengan
416/MENKES/PER | pengawasan rona lingkungan
/1X /1990 Kualitas Air awal tentang
kualitas air bersih
o. | Peraturan Menteri | Penyelenggaraan Sebagai  pedoman




No

Peraturan

_Tentang

Alasan

Perhubungan No.
69 Tahun 1993

Angkutan barahg
di Jalan

untuk mengetahui
kapasitas angkutan
barang material
PLTG, PLTMG DAN
CNG Plant sesuai
kelas jalan

/VI/2010

6. | Peraturan Menteri | Tata cara | Sebagai pedoman
Tenaga Kerja RI | pelaporan dan | tentang tata cara
No. 03/Men/1998 | pemeriksaan pelaksanaan K3

kecelakaan dalam kegiatan
pembangunan
tower

7. | Peraturan Menteri | Izin Lokasi Sebagai dasar
Agraria Kepala BPN acuan utuk
Nomor 2 Tahun mengajukan izin
1999 lokasi yang

digunakan untuk
kegiatan

8. | Peraturan Menteri | Pedoman Merupakan
Negara Lingkungan | Penyusunan pedoman dalam
Hidup No. 8 Tahun | Analisis penyusunan
2006 Mengaenai Kerangka Acuan

Dampak Analisis  Dampak

Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup,
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Pemantauan
Lingkungan Hidup
dan Pedoman
Penyusunan
Ringkasan
Eksekutif

9. | Peraturan Menteri | Baku Mutu Emisi | Digunakan sebagai
Lingkungan Hidup | Sumber Tidak | Acuan untuk
Nomor 21 Tahun | Bergerak Bagi | menentukan
2008 Usaha dan /atau | ambang batas emisi

Kegiatan sumber tidak
Pembangkit Listrik | bergerak
Tenaga Termal

10. | Peraturan menteri | Persyaratan Sebagai pedoman
Kesehatan No. | Kualitas Air | untuk menentukan
492 /MENKES/PER | Minum kualitas air minum




No Peraturan Tentang Alasan
11. | Permenakertrans Nilai Ambang | Sebagai tolok ukur
Nomor 13/MEN/X | Batas faktor Fisik | faktor fisika dan
2011 dan faktor Kimia | kimia akibat
di tempat kerja kegiatan
pembangunan
PLTG, PLTMG DAN
CNG Plant
12. | Peraturan MENLH | Jenis rencana | Merupakan
nomor 05 tahun |usaha dan/atau |pedoman untuk
2012 kegiatan yang | menentukan jenis-
wajib memiliki | jenis usaha dan
Analisis Mengenai | atau kegiatan yang
Dampak memberikan
Lingkungan Hidup | dampak penting
terhadap
lingkungan
sehingga wajib
dilengkapi dengan
ANDAL
13. | Peraturan Daerah | Pembentukan Merupakan
nomor 4 Tahun | Kecamatan Teweh | pedoman atau
2012 Barru, Kecamatan | dasar untuk
Teweh Selatan dan | menetukan suatu
Kecamatan lahei | wilayah
Barat.
E.Keputusan Menteri
No Peraturan Tentang Alasan
i Keputusan Menteri | Diaknosa dan | Sebagai pedoman
Kesehatan No. 333 | Pelaporan PAK keselamatan kesehatan
Tahun 1989 kerja
2 Keputusan Menteri | Pengawasana atas | Sebagai dasar
Pertambangan dan | pelaksanaan penyusunan RPL
Energi No. | rencana (Rencana Pemantauan
103.K/008/M.PE Pengelolaan Lingkungan) dan RKL
/1994 Lingkungan dan | (Rencana Pengelolaan
Rencana Lingkungan).
Pemantauan
Lingkungan
dalam Bidang

Pertambangan




No Peraturan Tentang Alasan
dan Energi
3. Keputusan Menteri | Pelaksanaan Sebagai Pedoman
Pertambangan dan | Pemantauan dalam pelaksanaan
Energi No. 1899 | Lingkungan pemantauan
K/09/MPE/ 1994 tenaga Listrik lingkungan tenaga
listrik
4. Keputusan Menteri | Baku Mutu | Digunakan sebagai
Lingkungan Hidup | tingkat acuan untuk
No. KEP- | Kebisingan menentukan ambang
48/MENLH/11/19 batas kebisingan
96
5. Keputusan Menteri | Baku Mutu | Digunakan sebagai
Lingkungan tingkat Getaran acuan ambang batas
HidupNo. KEP- getaran
49/MENLH/11/19
96
6. Keputusan Menteri | Nilai Ambang | Sebagai tolok ukur
Tenaga Kerja No. | Batas untuk Iklim | faktor kebisingan
Kep.5/Men/1999 Kerja dan Nilai | akibat kegiatan
Ambang Batas | pembangunan  PLTG,
untuk kebisingan | PLTMG DAN CNG Plant
di tempat Kerja
7. Keputusan Menteri | Pedoman Merupakan pedoman
Lingkungan Hidup | Penilaian bagi Komisi Penilai
No. 2 Tahun 2000 | Dokumen AMDAL | AMDAL dalam menilai
dokumen AMDAL yang
telah disusun
8. Keputusan Menteri | Pedoman tata | Merupakan Pedoman
Lingkungan Hidup | kerja Komisi | bagi Komisi Penilai
No. 40 Tahun 2000 | Penilai Analisis | AMDAL dalam Menilai
Mengenai dokumen AMDAL yang
Dampak telah disusun
Lingkungan
Hidup
9. Keputusan Menteri | Pedoman  teknis | Keputusan ini
Energi dan Sumber | Pengelolaan memberikan pedoman
Daya Mineral No. | Lingkungan di | untuk menentukan
1457 Bidang metode pengelolaan
k/28/ MEM /2000 Pertambangan lingkungan dampak
dan Energi yang  timbul serta
pemantauannya dan

kriteria Tata Ruang di
bidang
Ketenagalistrikan




No Peraturan Tentang Alasan

10. | Keputusan Pemberlakuan Sebagai pedoman
Menakertrans No. | Standar Nasional | untuk dalam
Kep.75/MEN/2002 | Indonesia (SNI) | perncanaan,

Nomor SNI-04- | pemasangan,
0225-2000 penggunaan,
Mengenai pemeriksaan dan
Persyaratan pengujian instalasi
Umum  Instalasi | listrik di tempat kerja
Listrik 2000 (PUIL

2000) di Tempat

Kerja

11. | Keputusan Menteri | Pemberlakuan sebagai pedoman
Energi dan Sumber | Standar Khusus | standard medan
Daya Mineral No. | Nasional magnet dan medan
05.K/30/MEM/20 |Indonesia 04- | listrik
03 1991-2002

Mengenai
Frekuensi Standar
Khusus untuk
Frekuensi Sistem
Arus Bolak-Balik
fase Tunggal dan
Fase Tiga 50 Hz
Sebagai Standar
Wajib.

12. | Keputusan Dirjen | Pedoman Teknis | Sebagai pedoman
Perhubungan Penyelenggaraan | untuk mengetahui
Darat No. | Pengangkutan kapasitas angkutan
SK726/AJ.307/ alat Berat di Jalan | alat berat sesuai kelas
DRJD /2004 jalan

13. | Keputusan Menteri | Pedoman Merupakan pedoman
Lingkungan Hidup | Penyusunan dalam penyusunan
no. 45 Tahun 2005 | Laporan laporan  pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana  Pengelolaan
Rencana Lingkungan Hidup
Pengelolaan (RKL) dan Rencana
Lingkungan Pemantauan

Hidup (RKL) dan | Lingkungan Hidup
Rencana (RPL)

Pemantauan

Lingkungan

Hidup (RPL).

14. | Keputusan Dirjen | Sertifikat Sebagai Acuan dalam
PHI dan Wasnaker | Kompetensi K3 | pemilihan teknisi listrik




No | Peraturan Tentang Alasan
No. 311/BW /2003 | teknisi listrik
F.Keputusan Kepala/Badan
No Peraturan Tentang Alasan
1. | Keputusan Kepala | Pedoman Sebagai Pedoman
BAPEDAL nomor | Mengenai Ukuran | penentuan
56 Tahun 1994 Dampak Penting pertimbangan ukuran
dampak penting
2. | Keputusan Kepala | Pedoman Teknik | Sebagai pedoman
BAPEDAL RI No. | Kajian Aspek | tentang tata cara
KEP- Sosial dalam | teknik penyajian aspek
229/BAPEDAL/II/ | penyusunan sosial dari kegiatan
1996 ANDAL pembangunan PLTG,
PLTMG DAN CNG Plant
dalam AMDAL
3. |Keputusan Kepala | Panduan Kajian | Pedoman yang dipakai
BAPEDAL No. | Aspek Kesehatan | oleh tim studi dalam
124/12/1997 Masyarakat dalam | penyusunan dokumen
Penyusunan AMDAL yang
AMDAL berkenaan dengan
aspek kesmas
4. | Keputusan Kepala | Keterlibatan Sebagai pedoman
BAPEDAL No. 8 |masyarakat dan |dalam melaksanakan
Tahun 2000 Keterbukaan keterlibatan
Informasi dalam | masyarakat
Proses Analisis | (sosialisasi) dalam
Mengenai proses AMDAL
Dampak
Lingkungan
Hidup
5. | Keputusan Bupati| Penetapan Harga | Sebagai pedoman
Barito Utara Nomor | Dasar  tanaman | dalam menetukan
188.45/480/2006 | Tumbuh Komoditi | penetapan harga Dasar
pertanian, tanaman Tumbuh
Kehutanan dan | Komoditi Pertanian,
Perkebunan di | kehutanan dan
Kabupaten Barito | perkebunan di
Utara Kabupaten Barito

Utara




G.Standar Nasional

No Peraturan Tentang Alasan :
118 SNI bidang | Pengelolaan Acuan dalam
rekayasa Medan  Magnet | pengelolaan  medan
elektronika  No. | dan Medan | magnet dan medan
RB. 010101-Okt | Listrik  melalui | listrik melalui
2002 Rekayasa rekayasa elektronika
Elektronika
2. SNI No. 04-6918- | Ruang bebas dan | Sebagai acuan dalam
2002 Jarak bebas | penentuan ruang
minimum pada | bebas dan  jarak
SUTT dan | bebas minimum pada
SUTET saluran udara
tegangan tinggi
3. SNI No. 04-6950- | Saluran  Udara | Sebagai acuan dalam
2003 Tegangan Tinggi | penentuan nilai
(SUTT) dan | ambang batas medan
saluran udara | magnet dan medan
tegangan ekstra | listrik SUTT 150 kV.
tinggi  (SUTET)
Nilai ambang
batas medan
magnet dan
medan listrik
4. PUIL 2000 Pedoman Umum | Sebagai acuan dalam

Instalasi Listrik

melakukan instalasi

listrik
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BUPATI BARITO UTAR .

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UT Al
NOMOR : 188.45/ 324 /2017

TENTANG
FOMBERIAN IZIN LOKART
UNTH KEPERLUAN PLTG 140 MW BaNGKANAT
AN, PT. PLN (PERSERQ)

BUPATI BARITO UTARA,

¢ Surat permohonan Direktur PT. PLN (Persero) Tanggal 26 April 2012 heserta

lampirannya. yang beralamat JI. MT. Haryono No.384 (Ring Road} Balikpanan
Kalimantan Timur, perihal permichonan izin lakasi untuk keperluan PLT(G
140 MW Bangkanai seluas + 27 hektar, terletak di Desa Karendap Kecamazan
Lahei Kabupaten Barito Utara.

©a. bahwa permobenan yang digjukan oleh PT. P {Perserc} telah

memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin Jokasi.

b bahwg berdusarkan plotiug pete Menteri Kehutanan Nomor 292/Menhur-
/2011 tanggal 31 Mei 2011 lokasi vang dimohon dalam kawasan Hutan
Produksi (HP):

¢ bahwa atas dasar pertimbangan schagaimana huruf a. dan b Sertd menjamin
kepastian hukum, perlu memberikan izin lokas; kepada PT. PLN. (Persero)
vang ditetapkan dengan Keputisan Rupati Rarito T larn

- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahon 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat IT di Kalimantan (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) schagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republii
indonesia Nomor 1820):

2

tUndang - Undang Nomor 5 Tahun 1966 tenlang Peraruran Dasar Pokok-
Pokok Agrana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia [ahun 1460 Nomar
104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Momor 2613y

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemernintahan Daegah
{Lembaran Negara Republik Indenesia 1 ahun 2004 Numor 125, lambakan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4437 sehagaimana lefah
heberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahue
2008 tentang Perubuhan kedua Alas Undang  Undano Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntahar Naerah (| embaran Megara Repubhk indenens

Fahun 2008 Mareer 59 Tambahan | embarn Megars Repubhi fad

RIRCK

Momier 48441



[
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Undung ~ Undang Momor 17 1ol | <oiang Perlindungan dan

Pengclolaan Lingkungan Hidup (Leinboc: st Hepublik Indonesia
Fabun 2009 Numar 140, Tambzian e ©0 oo epublik Indonesin

Fome: 5056):

Undang - Uadang Nomor 22 Tanun 2001 ten:- g Minyvak dan Gas Buri
(Lemberan Negara Republik indonesia Tahue: 2901 Mamor 136 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indorasia Noanar 2* 52

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahen 2004 coiznz Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taii: | ‘omor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 43753

Peraturen Pemerintah Nomor 28 Tehur 2007 foman
Pemerintshan Antara Pemerintah, Pemer, v o 1o Proviisi, dan
Pemerintanan Dasrzh KabupatewKow <1 eos 1 Negarz  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomar 82, Tambahen © -.qharan Negara Republik
indonesia Nomor 4737):

Pembagian Urusan

1

Peraturan Pemerintah MNomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis
Pererimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku Pada Padan Pertanahan
{vasional:

Neputuzan Presiden Nomor 34 Tabui 2003 tentang Kcebyakan Nasiopal
Lriidang Peranahan (Lembaras Negera Repubiils Indonesis Talun 2603
Nomaor 601

- Peraturan Menteri Negara Agrana / Kepala Badan Perianahan iNasions!
Nomaor 2 Tahun 1996 teatang I7in Lokasi;

- Keputusar: Kepala Badan Pertanaian Nasional Nomor 2 Tahun 2003
tentang Norma dan Standar Mekanisme betatalaksanasn Kewenangan
Pemerilah dibidang  Pertanahzn vang dilaksznakan oleh Pemerintah
tabupaten / Kota;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor | Tabun 2005
lentang  Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional  Pengaturan dan
P'clayanan dibidang Pertanalian:

’eraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiopal [3] Nomor 2 Tahun 20]1
wntang Pedoman Pertimbangan Telmis Pertanalian dalam Penerbitan 14in
Lokasi, Penetapan Lokasi, dan lzin Perubahan Penggunaan Tanah;

Peratuiran Daerah Provinsi Kalimanian Tengzaly Nomor & Tahun 2003
fentang Rencana Tata Ruang  Wilavah Progmsi Kalimantan  Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Taburn 2003 Nomor 28
Seri b )

* Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahon 2008 tentang
Lirusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banlo
Vwra*{Lembaran Daereh Kabupaten Barito Utera Tabun 2008 MNomor 2.
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten BBarito Utara Nemaor| )

- Peraturan Daerab Kabupaten Banto Utara Nomor 3 1ahun 2008 tentany
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banta (Jara
{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan  Lembaran Duerah  Kabupaten Baritn  Utara Nomer 2)
schagaimana telah divbah dengan Peratvran Dacrah Nomor | Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banto Utam Nomor
4 tahun 2008 lenlung Urpamisas: dan Tata kena Perangkal Dacrah
tahupaten Barite Utara { Lembatun Dacrah Fabupaten SBante Ulara Tabon

12 anmor 1,
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Mpgr-haiikan

:Mcnctapkan

" KESATU

L Surat Bupati Barite Ut kepada Gubernur el mantan Tengah Nounoy
322/ 149/S08EK tanggal | Maret 2006, periha! Uisuizs Perubahen Fungsi
Kawasan Hoisn:

2. Surat Geberner Kailmen oo Teagmt Namor o L25713581/Ek tang e 13
November 2005, perihsl Femanfangs Kawrsw Hotn ntuk Hegintan
Non Kehutunan:

MEMUTISKAN -

Memberikan 1zin Lokosi Kegada PT. PLN (Persero) vang beraiamat 1. 7T
Haryono Mo, 384 (Ring Rozd) Balitrapan Katimen o Vimis wneh selusy +
27 hektar untuk keperduan PTG 140 MW dar - UIT 150 kv terkair vang
wrletak di Desu Kurendan  Kecemotar Lah “ohupaten Darito Utars,
sebagaimana tercanuaiy daim Pew Lokusi Tar v paca fampinae o
merupaken hagian dan Laie Lesapeen tidak terpisahkan dai Keputusan |
dengan syara: dan keweniuan sehagai berikut -

1 Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yanz
berkepentingan melalui Jual beli dengan pertbuatan aktal jual bely
dihadapan PPAT setempat’ atau dengan cara pelepasan hak dihadapan
PPAT setempat aran Kepala Kentor Pertanaharn Kabupaten Barito Utars
dengan pemberian ganti kerugiaa yang bentuk dan besarnya ditentukan
dengan musyswarah:

2. Apabila menyangkut kawasan butan, agar diselesaikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang herlaku:

d

Pembaveran gantj kerugiar tanah serta tanaman tumbuban atau bangunzn
yarg ada diatasnva atau barang — barang milik pemiepang hak atas tanah.
tidak dibenarkan dilaksanakan melalui peraniara dalam bentuk dan name
apapuniuga metainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

1. Sesudah tanah yang bersangkutan dibsbaskan dari hak dan kepentingan
pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas
tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunaken lanuh
tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman
modalnya:

Perolelan @uall Lirus diselesaikan dulam jangks wakiy 2 (Uug) tahun sejuk
tanggal ditetapkannya Keputusan inj dan apabile datam jangka wakw 2 (
dua) tahun, perolehan tanall belum dapat disclesaikan scluruhnya maka
pihak perisahaan mengajukan petmmohonan perpanjangan izin lokasi:

6. Pemcgang izin wajib mclaporkan sceara tertulis perhembangan perolchan
tanahnya kepada Bupati Barito 1iara Cq.  Kepala Kantor Peranahan
Kabupaten Barito UNara di Muara Teweh, dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan [enpah g
Palangka Rava secara periodik setiap 3 (lipa) bulan -

7 Lokasi ind hanva boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan
sebagaimana divraikan dalam proyek proposal dan apabila akan dialihkan
untub peuggunaan lain dan atay diailtkan HElRgutaziya £ penilikanny g
harus mendapal 1zin secara tertulis terlebif dahulu daci Bupat: Barito Urera
Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Uitars 2

.

B Memvusun program pereichan © pembebasan  tanah dan  rencans
penggunaan tanah) serln menyvampaikan rencanenya kepada Bupati Bang
Ltara Oy Kepala Kantor Peranahan Kabupaten Barite thara
tembuisan kepada Kepala Kantor Wilavak Badan Pertanaban Mae

Promima Fohimanie Verupab i Patingby Hava |

yeyal




9. Pemberian Izin Lokasi tidak menguen s Lol keperdataan bagt pem;iik
tanah dan menutup aksesibilitas et vang berada didalsm Aan
disekitar Jokasi ;

¢ Keputusar ini mulai berlaku sejak tangsi cielapkan uniulk jemuke walay
selama 2 ( dua ) tahun dengan ketentuns s ~hije dikemudiay ha temyata
terdapat  kekeliruan  galam penefapans o zhae diadakan oerbaikap  dun
perubahan schagaimana mestinva

B

Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya,
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasicpal :
! Propinsi Kalimautan Tengah di Palangka Raya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
Up. 1. Asisten Pemerintahan,
2. Kepala Bagian Hukum,
3. Kepala Bagijan Administrusi Perckonomian dan Sumber Daya Alam
4. Kepala Bagian Adminsstrasi Pemerintahan Umum
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasj dan Informatika Kab. Barito Utara di Muara Teweh
Kepala Dinas Keperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Barito Utara di Muara Teweh,
Kepala Dinas Pertaimbungan dan Energj Kub.Burito Utara di Musrg Teweh,
" Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
Kcpala Badan Lingkungan I lidup Kabupaten Darito Utara dj Muarza Teweh,
Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh. i
- Kepala Bappeda Kabupatcn Barito Utara di Muara Teweh,
- Kepala Kantor Pertanahap Kabupaten Barito Utara dj Muara Teweh.
- Kepulo Kantor P'elavanan I'ajak Iratama Kabupaten Darito Utara d; Muarz Tewel.
- Camar Lahej di Lahei,
-PT. PLN (Persero di Balikpapan Kalimantan Timur.

Tembusan_disasipaikan Kepeda Yith :
I
2

-

= 0 o [~V
o h n.-',- - .

B o




8 AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR  : 188.45/23.4/ :012

TANGGAL : 4 FJup 2oio

TENTANG  © PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTIX KEPERLUAN
PLTG 140 MW BANGK AN Al
AN. PT. PLN (PERSERO)

" LETAK LOVASI

DESA © KARENDAN
§  CAMATAN  LAHE
I (ASUPATEN . BAXITO UTARA
§ s : 27 HEKTAR
e i T
= CARIS BUJUR GARIS LINTANG | UT™ EI
IS S T O e SO i
Lo | 11s | o8 | 3p3 00 37 12,4 | 292889 9931421
2.1 115 | o8 18,5 gg i 3y 16,2 | 292833 9931306
3 115 08 15,0 00 37 | 131 | 202753 | 9931401
& | s 1 os 14,2 00 37 1130 | 202702 9931402
s. | 115 | o8 12,5 00 37 1 155 | 292688 | 9931329 b
6 | 115 | o8 12,5 00 | 37 |__1§,“9__Ti 292648 9931224 _
T 03 10,0 go . | 37 18,3 | 29357 9931217
|8 ! 31s 08 07,9 00 ,gg___z_qi__i__gggjis___ﬁ_smg___j
Q 115 08 ] 046 | 00 | 37 | 196_| _ 292404 | 9931207 |
Lo ] g1 08 03,2 00 37 19,0 292363 9931220
LAt | ris 08 187 00 37 34,6 292654 9930740 |
tlaa | s | o8 | 276 | oo 3717270 | 293w 9930971 |
t
O UTARA
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BUPATI BARTO UTARA

KEPUTUSAN BUFAT! BARITC UTARA
NOMOR : 188.45/ 930 (2012

i TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PEMBAMGUNAN PLTG
BANGKANAI (140 PAW) DAN SUTT150 L MUARA TEWEH - EANGKANAI
OLEH PT. PLN (PERSERG) DI WiLAYAH KECAMATAN LAHEI
KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembangunan PLTG Bangkanai (140 MW) dan SUTT 150 kV Muara
Teweh - Bangkanai oieh PT PLN (Persero) merupakan kegiatan yang wajib memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkuhigan (AMDALY);

b. bahwa terhadap usaha dan‘atav kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan dinyatakan
fayak ditinjau dari aspak lingkungan hidu'o, wajib diterbitkan izin lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a dan huuf b,
periu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Pembangunan PLTG Bangkanai (140 MW) dan SUTT 150 kV Muara Teweh - Bangkanai
oleh PT. PLN {Persero) di wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Ulara Provinsi
Kalimantan Tengah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-lndang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2003 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 lentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga
Listik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5281) :

6 Peraturan Pemazrnintah




10.

i

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Peraluian Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan i{ embiaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Meoara
Republik Indenesia Nomor 5285); )
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Enargi asional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4605):

Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomc: 08 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup:;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Uszha danfaizu Kegiatan
Pembangkit Listrik Tenaga Termal;

Peraturan Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;

Peraturan Menteri Negara Lingkunaan Hidup Nemor 05 Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;

Peraturan Daerah Provinsi Kaimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 teniang
Pengusahaan Perkebunan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah kalimantan Tengah
Tahun 2003 Nomor 28 Seri E); !

{
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2001 lentang Rencana Tata
Ruang Witayah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2001 Nomor 71 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2004 Nomor 12 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor i2 Tahun 2005 tentang lzin
Pembuangan Limbah Cair ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2005 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Usaha
Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2006 Nomor 05); :
Peraluran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 fentang Urusan Wajib
dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barilo Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. {Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatren Barito
Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupalen Barito
Utara Nomor 1 Tahun 2012 ‘entang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
(Lembaran Daerah Kabupaten Batito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Baritg Utara Nomor 1);
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103 K/09/MPE/1994
tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan
Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1899 K/O9/MFPE/1994
tentang Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik;

Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/334/2012 tanggal 4 Juli 2012
tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PLTG 140 MW Bangkanai An.
PT. PLN (Persero) dengan luas areal + 27 Ha meliputi wilayah Desa Karendan
Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimatan Tengah;

Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/ 528 12012, tanggal

2012 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha Dan/Atau
Kegialan Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL), Pencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) AN. PT. PLN {Persero).



Menetapkan
KESATU

KECUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

MEMUTUSKAH .

: Memberikan lzin Lingkungan kepada

Nama Perusainaan . PT.PLN (Persero)

Jenis Usaha danfatau Kegiatan ~ :  Ketenagaiigirikan

Penanggung Jawab . SETYO HERUPURWOKO

Alamat Kantor . JI. M.T. Haryono No. 384 Balikpapan. Kalimantan
Timur

Lokasi Kegiatan . Karendan

Kecamatan . Lahei

Kabupaten . Barito Ulara

Provinsi : Kalimantan Tengah

Luas : 27Ha.

- Ruang lingkup kegiatan dalem izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatar yang

tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau keputusan lain
yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan PLTG Bangkanai (140 MW) dan SUTT 150
kV Muara Teweh - Bangkanai oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kecamatan Lahei
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. |

1

- PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatarnya harus memenuhi persyaratan memiliki :

1. lzin Pembuangan Limbah Cair Ke Air atau Sumber Air;
2. lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83,
3. Wajib memiliki izin usaha dar.atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatannya.

- Instansi pemberi izin wajib memperhaiikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin

dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

- PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegialannya harus memenuhi kewajiban melakukan

pengelolaan dampak sebagaimana tercanlum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup
dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Barilo Utara ini

- Selain kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum KELIMA penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi
dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati Barito Utara ini.

- Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala

persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran I Keputusan
[zin Lingkungan ini.

* |zin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau

kegiatan.

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin

fingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha danfatau kegiatannya sesuai
dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

© Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran | dan Lampiran |l setiap 6 {enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupali ini
ditetapkan kepada :
1. Gubemur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Bupati Barito Utara
Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara,
3. Kepala Pusat Pengelolaan Eknragion Kalimantan

. Menyampaikan laporan pslaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran | dan Lampiran I, diuar komponen fisik, kimia, dan biclogi, setiap 6 (gznam]_
bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi
sebagaimana lercantum dalam Lampiran dan Lampiran |l

KEDUABELAS .



' _:_;dam pe!aksanaan Usaha dan/atay keg:atan bl dernpak lingKungan hidup diluar

'.qm,ggh:a Bgin . mah.:su:f_ glam: Lamplran. 1 dan
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é PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. o (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550 _ .
i : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPST
Kotak Pos : 4322/KBB Faximile : (021)
Sifat T-
Lampiran : Satuberkas . N _
Perihal - Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pinjam Pakai Kepada

MODEL 1001

Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Pembangunan PLTG Bangkanai, SUTT 150 kV Jalur Kementerian Kehutanan Rl

PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Gedung Manggala Wanabakti Blok | Lt 3
Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV Jalur PLTU Sampit-  Jin. Gatot Subroto - Senayan

Sampit - Pangkatan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah Jakarta selatan 12110

oy |

u.p. Yth.: Bapak Menteri Kehutanan

Dalam rangka Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Bangkanai dan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk-Cahu --Kuala
Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan'Bun, P,fopiﬁsi
Kaliméntan Tengah dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
No. P.16/Menhut-11/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 éyat (1) dan
ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan pemenuhan persyaralan administrasi dan
teknik bagi Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan.prinsip pinjam
pakai kawasan hutan untuk PLTG Bangkanai dan Saluran Udara .Tegang'an;.fl'ii'_igg_i_.?-('S_UT[) 150
kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun - Kagorig'a_;ahi;s_eﬁ-a_SUTF
150 kV Jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah; adapun
kelengkapan persyaratan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan sébagai. b_‘ei'ikuf =

1. Rekomendasi Gubemnur Kalimantan Tengah No. 540/0207/EK tanggal 20 Februari 2014,

2. Rekomendasi Bupati Barito Utara No. 525!169!Adm.Ek-SDA tanggal 26- S_,ep;lt;aiﬁbei 2013,
rekomendasi Bupati Gunung Mas No, 522.11117/ADPER&SDAIVIIIZ013 tanggal 13 Agustus.
2013, rekomendasi Bupati Katingan No. S03/323/EKSDA tanggal 22 Juli 'ﬁbj'é-:if’;’éﬁp_[ﬁfeﬁdasi
Bupati Kolawaringin Baral No. 500/85/Ek tanggal 22 Maret 2012~ régqiﬁénﬁési fBEu;_)ati
Kotawaringin Timur No. S08/080/EK-SDAM/2012 tanggal 14« Februari 201_—2,.Aré..-koméndasi
Bupati Murung Raya No. 545/ JKPPT-MR/IX/13 tanggal September 2013, 'rekbmeﬁ_c_ié‘sfi Bupati
Seruyan No. 500/578/EK/VIIF2013 tanggal 18 Juli 2013, rekomendasi Wa]ikoté{lf"élarp;gkaraya
No. 522.21861!DKP-KPIU1NE|12013 tanggal 29 Juli 2013:

3. Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung séluruh biaya
sehubungan dengan permaohonan tersebut dengan Akta Notariil No, 13 tanggal 13 Mei 2013:

4. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;
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& PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234

Telp.
R e Faximile : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPST

Kotak Pos : 4322/KBB

Nomor  : jge4p /131/DIRUT2014 02 Juli 2014

Sifat s

Perihal : Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pinjam Pakai Kepada

MODEL 1001

Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Pembangunan PLTG Bangkanai, SUTT 150 kV Jalur Kementerian Kehutanan Ri

PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Gedung Manggala Wanabaki Blok I Lt 3
Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV Jalur PLTU Sampit-  Jin. Gatot Subroto - Senayan

Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah Jakarta selatan 12110

Cae ]

u.p. Yth.: Bapak Menteri Kehutanan

Dalam rangka Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG)' Bangkanai dan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk-Gahu - Kuala
ek

v ¥ t
; Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi

Kalimantan Tengah dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
No. P.16/Menhut-11/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) dan.
ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan pemenuhan persyaralan administrasi dan
teknik bagi Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohongn,persetuju_an.prinsip pinjam
pakai kawasan hutan untuk PLTG Bangkanai dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150
kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Purvk Cahu - Kuala Kurun - Kaébn'gah?:seﬂé SUTT

150 kV Jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah; adapun
kelengkapan persyaratan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hulan. Sébagai berikut :

1. Rekomendasi Gubemur Kalimantan Tengah No. 540/0207/EK tanggal 20 f-'i__e_brua[i 2014.

2. Rekomendasi Bupati Barito Utara No. 5251169/Adm.Ek;SDA langgal 26 'S_e';;u_t_éfﬁ_lie"r_-_ 2013;
rekomendasi Bupati Gunung Mas No. 522.1/1 17IADPER&SDA{VI‘III'2:013'tar.igg.;‘;i[-j‘l?»-‘l_}bqs_lus
2013, rekomendasi Bupali Katingan No. 503/323/EKSDA tanggal 22 Jui 2013, ekomendasi
Bupati Kotawaringin Barat No. 5B0/85/Ek tanggal 22 Maret: 2012; rekomendasl :B;li;:iéti'
Kotawaringin Timur No. S08/080/EK-SDANI2012 tanggal 14- Februari 2_01'2,' 'réi-fdméndas_i
Bupati Murung Raya No. 545/ IKPPT-MR/IX/13 ianggal September 2013, fekﬁmeﬁd.a’éi‘Bupati
Seruyan No. 500/578/EK/VIII2013 tanggal 18 Juli 2013, rekomendasi Wa!iko_ta;ﬁaléi_};gkéraya
No. 522.2/861/DKP-KP/01/VII/2013 tanggal29 Juli 2013;

3. Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya
sehubungan dengan permohonan tersebut dengan Akta Notariil No. 13 tanggal 13 Mei 2013;

4. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;



MODEL 1004

7 Halaman No. :
PERSERO ) SuratNo.  : 1640/ 131/DIRUT/201.
Tanggal 02 Juli 2014

5. Surat Pernyataan Kebenaran yang menyatakan bahwa Citra Satelit Landsat dan hasil
penafsiran alas nama PT PLN (Persero) adalah Benar:

6. Peta lokasi skala 1 : 50.000;

7. Peta Citra Satelit dengan resolusi detail 15 m dalam bentuk digital dan hard copy;

8. Dokumen studi lingkungan (AMDAL, UKU/UPL) terkait yang telah di syahkan oieh Instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; _

Demikian permohonan kami, atas perhalian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. .

Tembusan :

1. Yth. Menteri ESDM

2. Sekjen Kementerian ESDM

3. Dirjen Ketenagalistrikan ESDM
4. Kepala UKP—4




TANDA TERIMA DOKUMEN UNTUK IZIN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN

Sesuai dengan Permenhut No 16/Menhut-11/2014 tanggal 10 Maret 2014

Perihal : Permohonan izin Prinsip Penggunaan Kawasan untuk
Pembangunan SUTT 150 kV Muara teweh ~ Bangkanai
{ Kal-Teng Tahap 2)

No Persyaratan Yang Harus Dilampirkan Kelengkapan ) Keterangan
Dalam Permohonan IPPKH

A. | Persyaratan Administrasi

Surat Permohonan Ada / Tidak Ada | AsSU

Rekomendasi

Ada/Tidak Ada | Copy Legalist/S40/0207/EK -
Ada/Tdakada | Copy LagWG&'Adm.EI(SQNZOﬁ
Ada/Tidak ada | Copy Legalisit/5457240.6/KPPT-MRIDUT3 -

Gubernur Kalimantan Tengah
Bupati Barito Utara .
Bupati Murung Raya

Bupati Gunung Mas Ada / Tidak ada &m.m AR ORI
Bupati Katingan Ada/Tidak ada | Copy Legaksi/S03/323/EKSDA. -
= nak Legalisi /522 2/861/DKP-
Walikota Palangkaraya Ada / Tidak ada %"31 R
Bupati Kntam"gm Timur Ada / Tidak ada copyugaisdsw«mcsmmwzmz
Bupati Som]ran ) Ada/t T@ak ada | Copy Legmmvmuwuztm
Bupatl Kotawaringin Barat & Ada/Tidak ada | Copy Legaﬁsmmyeu
3 | Surat Pemyataan: e
1. Kesanggupan memenuhi semua
kewajiban dan menanggung Sé”lth Ada/ Tidak Ada | AsEdiakte notariskan 1
¢ biaya sefiubungan dengan
permohonan;
2. Semua Dokumen yang dilampirkan
dalam permohonan adalah sah;
3. Tidakakan melakukan kegiatan
dilapangan sebelum ada izin dari
Menteri
B. | Persyaratan Teknis
1 | Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Ada/ Tidak Ada | AsF
2 | Peta Rencana Kerja Skala Min, 1:50.000 atau Ada/ Tidak Ada | AsE
skala terbesar pada lokasi tersebut dengan
informasi luas kawasan hutan yang dimohon
yang ditanda tangani oleh pemohon dan soft
filenya
3 | Citra Satelit terbaru (molusa rinimal 15m).dan | Ada/Tidak Ada | Ask
soft filenya :
4 | Pemyataan Beérmaterai bahwa citra satelit | Ada/ Tidak Ada | Ask
dan hasil penafsiran benar : : )
5 | UKL/ UPL ! Andal Ada } Tidak Ada | Copy Legalisir
yang telah disahkan oleh instansi terkait
Yang Menerima Yang:Menyerakikan
| st ] 5

57 36D "iﬁ_EP.s’tL »

P B I it s oyt i

Catatan : »}/on distempel



pT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK P-EMBAN‘GUNAN X

jalan H. Mistar Gokrokusumo M. 39 Banjarbaru 70733 Kalimantan Sefatan

{541) 4777571
T +{O5) Faxsimle: (0511) 4777571

Nomor . 0% /121/UIP.IX/2014
Sifat . Penting & Segera 27 MG 2014
Lampiran - 1 (satu) set
Perihal . Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Kepada:
HmBHIUPPKH)'.PLiMG Bmgkml PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Kontrak No. 065.?]!041!01}{!2013 1. Tranojoyo Blok M1/135
Jakarta Selatan

Up. Yth. KADIV PNK

Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-
11/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
mohon untuk memproses lanjut pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
PLTMG Bangkanai yang perlokasi di Desa Karendan, Kecamatan [ahai, Kabupaten
Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ke Kementerian Kehutanan Republik

Indonesia.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan dimaksud, terlampir disampaikan:

a. Rekomendasi permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Gubernur
K alimantan Tengah No. 540/0207/EK tanggal 20 Februari 2014

b. Keputusan Bupati Barito Utara No. 188.45/528/2012 tanggal 12 Desember 2012
tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup PLTMG Bangkanai.

¢c. Gambar Peta Lokasi PLTMG Bangkanai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan: .
1. Manajer PLN UPK Kitkal 2

Model No. 1001



Palangka-Raya, 20 Pebruari 2014

Kepada
Nomar @ 540 /0207/8K Yth. Bapak Menteri Kehutapan
Sifat » Penting _ Republik Indonesia,
Lamplran : 1 (seti)berkas _
Perifial  : RekomendasiPém ofonan: [zl Pinjam: Pakai di=
Kawdsan Hutan Uitk ‘Pefmbangunai Jaringan JAKARTA

Saluran Udara Teghngan Tinggi(SUTT) 150KV PLTG
Bangkanai - Gardu Induk:Muara Teweh — Punik Cahu —
Kuala Kurun ~ Kasengan:dan PLTY Sampit - Gardu Induk
Sampit - Pangkalan Bun An. PT, PEN‘{Persero).

44BIM20MIPKITRINGKALI2012 tanggal 11 April 2012ipérikal-tersebut di atas, defigan-homat

disampaikén kepada Bapak Menteiihak-halisebagai beikilt i -

1. PT. PLN (Perséro) mendapat kzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya ‘Mineral Nomor *:*634:12/20/600.3/9011 {fanggal 30
September 2011. _

2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pemb;':@igklt-dan Jaringan Kalimantan dalam
rangka memenuhi kebuluhan energi listrik di Kafiffiant '

Berkenaan surat  Generdl Manager PT. puN’ {Persero) . :Noror

dimantan- Tengah akan- melaksanakan
pembangunan Pembangkit dan Jaririgan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150:kV di
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. - ¢

3. PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan Pembangun_gqﬁeﬁ_mlgagg_ﬁl dan Jaﬁnggg‘.}ialir_nar_n.t_an

Tengah meliputi Kegiatan Re‘mﬁangggap. Jaringén, Salisran Udara Tegangan: Tinggi, (SUTT)
150 kV PLTG {Bangkanai - Gardu" Indiik Mu: ﬁ_‘iétn ik Gahi St
Kasongan dan PLTU Sampit - Gardu Induk-Sampit — Pangka

592,4 Km dengan jumlah tower sebanyak 1.646 lower.déngan:pitincian sebagai berikat -

a. Luas PLTG Bangkanai 140 MW-dan Gl-Bangkanai : .20 hekiar;
b. Muara Teweh — Bangkanai 1t 45Km;
¢. Gl Sampit — Pangkalan Bun ++205°Km;
d. PLTU Sampit— incormer ‘£ 404 Km;
e. Gl Muara Tewsh.~ Puruk Cahu — Kuala Kurun ;% 149Km;
f. Gl Kasongan — Kuala Kurin 1+ 153 Km;
g. Tower lurus T 14 x 14 M2
h. Tower Sudut 116 x 16 M2

4. PT. PLN (Persero) felah mendapatkan perselujuan _prinsi‘;pxggggnl__m_aén kawasan.hu
pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggl (SUTT):150%V/Gardis Induk-Muiara
PLTU Buntok di Kabupalen Barito Utara; Barits Seli o:Timur Prov

tan:d

n

#-Barito Selatai dan Bailo Timur Proy ala
Tengah berdasarkan Surat Menleii Kfigtanan Ndho’???-’-’é%?iﬁIhf!énhut-‘\'fllmfi"ftéinqﬁ“ﬁgff2

Maret 2013.

. FOTOCOPY SES, PT: -PENNP&%EP&ﬁnéndapalkan rekomendasi izin Pinjam Pakai-Kawasan Hatan dari :

Yy onoR :ng/ﬂq[ﬁw{' Barilo Ulara® Berdasarkan sural Nomor : 525/169/Adm.EK.SDA tanggal
ANGGAL 277 - k® Seplember 2073,

'\ Pl Moroig—Raya berdasarkan sural Nomor - 9451240 6/KPPT-MR/IX/13 tanggal
R A3 et mb@jm?ﬂd%. :
) fBupal}\Eiunu:}g Mas berdasarkan surat Nomor : 522.11117JADPER & SDAVIl/ ]
13 Aguslus 2013.

A e
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d. Bupali Katingan berdasarkan surat Nomor : 903/323/EKSDA tanggal 22 Juli 2013.

e. Walikola Palangka Raya berdasarkan surat Nomor : 922.2/8611DKP-KP01VII2013
tanggal 29 Jufi 2013

f. Bupati Kotawaringin Timur berdasarkan surat Nomor : S00/444/EK . SDAMVINI2012 langgal
6 Agustus 2012.

9. Bupati Seruyan berdasarkan surat Nomor - S00/578/EKIVIII2013 tanggal 18 Juli 2013

h. Bupali Kotawaringin Barat berdasarkan surat Nomor : S00/85/Ek tanggal 22 Maret 2012,

6. Kepala Dinas Perlambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Dinas
Nomor : 540/019/Tamben tanggal 22 Januari 2013 memberikan perimbangan feknis sebagai
berikut :

a. Berdasarkan pasal 30 ayal (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tenlang
Ketenagalistrikan menyebutkan bahiwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan.haknya dilakukan dengan memberikan
ganti rugh hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan

dan tanaman sesuai dengan kefentuan peraluran;p ang-undangan.

b. Bahwa ?:la,ksanaan kegiatan PT. PLN (Persero nduk Pembangunan. Pémibangkit
dan Jafingan Kalimantan, izin penggunasn awasan hutan untuk” kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya: dapat dilakukan uniuk kegiatan-yang
mempunyai tujuan stralegis yang harus diléksanakan mellputi kegiatan” instalasi
pembangkit, transmisi dan distribusi fistrik serta teknologi energi baru dan‘lerbarukan.

¢. Berdasarkan hasil overiayr paia-wilayak Pfjan; i P 3an Pertani
Batubara (PKP2B), Kontrak Ke a. (KK} dan
Izin Pinjem Pakal Kawasan-Hutan/(iRPKH) dat
instalast ketenagalistrikan yang difiohon fidak-mel 2
Pinjam Pakal Kawasan Hutan (IPPKH) daii Menteri:Kehula

7. Kepala Dinas Kehulanan Provinsi Kalimantan _Tengah melalui Nota Dinas
Nomor : 522.1.100/322/Dishut tanggal 26 Pebruari 2013 memberikan pertimbangan teknis
sebagal berikut ;

a. Berdasarken Pela Lampiran SK Menhut Nomor : SK.529/Menhut-11/2012 tanggal 25
September 2012, bahwa areal yang dimohon seliias. + 778,77 hektar, berada pada :

1) Hulan|Produksl Terbatas (HPT) ©% 29,10 hekar
2) Hutan!Produksi Tetap (HP) : + 205,53 hektar
3) Hutan{Produksi yang dapat diKonversi {HPK) I+ 242,66 heklar
4) Areal Penggunaan Lain (APL) : & 301,48 hektar

b. Berdasarkan telashan secara digital. kartografis ;pada -Peta Revisi Il Surat.Keputusan

Menteri Kehutanan Nomer : SK 323Menhut:ll/2011 Lampiran Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.6315/MenhutIIPSDH/2012 tanggal 19 Nopember 2012, bahwa
areal yang dimohon seluas + 778,77 hektar berada pada -
1) Hutan'Alam Primer dan Areal Gambut i+ 39,48 hektar
2) Tidak berada pada Hutan Alam Primer dan Argal.bergambut - + 739,29 heklar.
¢. Selanjulnya berdasarkan lelaah secara digital Karfografis terhadap Pela Pengslolaan
Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Skafa 1 : 500/000. bahwa areal'yang dimohon seluas
+ 778,77 heklar berada pada :
1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Alam (IUPHHK-HA) PT. Austral Byna - % 19,34 hektar
2) Izin Usaha Pemanfaalan Hasil Hutan Kayu Hutan
Alam (JUPHHK-HA) PT. Pandu Jaya Gemilang Agung : + 10,03 hekiar
3) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil'Hutan Kayu Hutan ‘
T \gg‘a% lglégggxznm PT. Bina Multi Alam Lestafi  + 13,89 hiektar
R /:'Cﬂj Azin-isana-Pemanfaatan Hasﬁ Hulan Kayu Hutan
.-\,25,.—1~Aiam.(lUEHFIK-HA) PT. Hasil Kalimantan Jaya 1% 7,07 hekiar
AH B Searerancil emperhalikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan
RERETARIS UAk AL : 5 :
DRNISTRAS) P 1210, Bary dan Penyempumaan Tala Kelola pada Hutan Alam Primer dan
YER DAYA sAMAr Kedua b'ahw_a penundaan izin baru bagi penggunaan kawasafsz

dan lahan gan‘!but dengan pengecualian untuk ketenagalisirikan, ma :
PLN (Persero)dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan an




-

8. Kepala Dinas -Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui:Nota Pertimbangan Nomer :
525/4419/KSP/Disbun tanggal 18 Maret 2013 memberikan pemmbangan teknis berdasarkan
hasil Overlay dengan Pefa Sebaran Perusahaan Perkebunan ‘Basar bahwa areal yang
dimehon untuk Pembangunan Pembangkit Listik Gardu Induk dan Jaringan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai berikut :

a. PLTG Bangkanal 140 MW dan GI Bangkanai seluas + 20. hektar, tidak ada-tumpang tindih
dengan peikebunan besar.

b. Jalur Muara Teweh — Bangkanai sepanjang + 45 km, lidak ada tumpang lindih dengan
perkebunan besar.

e. Jalur SUTT Sampit - Pangkalan Bun sepanjang + 205 km, melintasi areal perkebunan
sepanjang: & 59,26 km sebagai berikut :
1) PT. Agro.Bukit : % 15,56 Km
2) PT. Agro Mandiri Perdana 1+ 10,00 Km
3) PT. Agro Indomas t 324 Km
4) PT. Bina Sawit Abadi Pratama * 3,06Km
5) PT. Bumi Sawit Kéncana t+ 147Km
6) PT. Hamparan Masawit: Bangun Persada : + 6,06 Km
7) PT. Kalimantan Sawit Abadi 1+ 1,00Km
8) PT. Maju Aneka Sawit t 7,49Km

9) PT. Perkebunan Nusantara Xili t 10,78 Km
10)PT. Surya Sawit Sgjali 0,90 Km

d. Jalur SUTT Sampit -- PLTU Sampit sepanjang + 40,4 Km, lidak:melintasi-areal; parkebunan
besar.

e. Jalur SUTT GI. Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun sepanjang + 149 Kririlifitasi
perkebunan besar sepanjang + 71,3'Km sebagal beﬂkul

H-

1) Koperasi Salio Jaya t+ 129Km
2) PT. Anugrah Bintang llah t+ 1621 Km
3) PT. Eko Lestari i+ 6,03Km
4) PT. Harnparan Mitra Abadi 1+ 12,54 Km
5) PT. Olong Jaya Raya x 334Km
6) PT. Rimba Karya Artha Sejati :+ 1526 Km
7) PT. Sattia Abadi Lestari 1+ 16,63 Km

f. Jalur SUTT GI. Kasongan — Kuala-Kurun sepanjang + 153 Km melintasi. areal-perkebunan
besar sepan]ang + 24,29 Km sebagai: berikut

1) PT. Agro Lestari Senlosa c+ 3,67 Km
2) PT. Eko Lestari % 439Km
3) PT. Growth Borneo Utama tt 4,10Km
4) PT. Mina Padi Piantafions '+ 236Km
5) PT. Mulia Sawit Agro Lestari i+ 6,11Km
6) PT. Tantahan Panduhup Asi 1+ 366Km

9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan,Nasional Provinsi KalimantansTengah melaluliNota
Pertimbangan Nomor : 17.400.12:62/ill/2013 tanggal:18 Maref 2013 mem nkan ‘'saran-dan
perfimbanganiteknis sebagalberikut : 2
a, Pembangunan Pembarigkit, Jaringan; Gardu }nduk Transmisi dan, dlsinbuSI “lenaga listrik
yang d»gunakan unluk kepentingan umum yang tumpang hndl 2, engan A{anah.milik
masyarakat, PT. PLN (Persero) wajib membebaskan sestiai’ derigan ikelentiian
pemndangan yang berlaku.
b. Areal yang dimohon untuk pembangunan Gardu Induk dan Pembangkil, yang telah
_____ dibebaskan dari penguasaan masyarakat, dilengkapi dokumen penguasaan tanah, izin
i FGTUCOPY SEsuxi b elokas) dan.lbu;aah dan lzin Pinjam.Pakaf Kawasan. Hutan dari. Menteri in; daEat
_. saMOR : [§/Ek /1 /qmg?ajuuan semﬁkat Hak Guna: Ba’n’gunan (HGB} melalui Kantor Pertanahan setempat

[ TANGGAL : 20-210. Zpdfadap areal yang dimohon telah dilakukan pengecekan fapangan oleh Tim Terpady

M ASEKRETARIYI0SE dRngan hasi] sebagai berlkut
Q2 Ilii Iij 4 5.’#

N'ST%'*fBénfa"AcarafHésn Pengecekan Lapangan Nomor : 024/BAP-Prov.KT/VII20
EROAYHiit20%2 sebagaiiberikut -




e

1) Bahwa PT. PLN {Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan benar
telah mengadakan survey pendahuluan berupa pemetaan topografi dan pematokan
semi permanen Yaitu palok beton yang -dilakukan oléh PT. Raihan Konsultan dan
PT. Ga:ma Epsilon, soslalisasi:dengan masyarakat setempat dan kegiatan lainnya.

2) BahwajPT. PLN {Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan ‘belum
membuiat sarana prasarana, melakukan kegiatan konstruksi dan belum memobilisasi
material dan peralatan.

3) Pada areal fitik pemeriksaan yang dianggap mewakili dari keseluuhan areal
permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Gardu Induk (GI) 150 KV Muara ‘
Teweh — Puruk Cahu umumnya merupakan daerah tanah bergelombang seidang v
dengan ketinggian antara 61 - 104 meter dari permikaan laut dai: lahan ditutispi‘oleh
kebun masyarakat setempat. .

4) Areal yang dimohon belum ada pembsbasan Ishan dan luas lokasi pada masing -
masing; itik tower direncanakan seluas 16 x-16:méter = 256'M2 dan sampai dengan:saat
pemeriksaan dilakukan, telah diaksanakan sosialisasi dan dalam tahap inventarisasi
data untuk keperluan pembebasan lahan.

b. Berita Acdra Hasil Pengecekan Lapangan Nomor - 025/BAP-Prov.KT/VIIf2012 tanggal 18

Jillf 2012 sebagai berikut - o

1) Bahwa: PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan ‘Kalimantan:belum
membuat sarana prasarana, melakukan kegiatan konstruksi dan belum memobilisasi
malerial dan peralalan. '

2) Pada -areal itk pemeriksaan yang dianggap mewakili dari keseluruhan areal
permohionan Izin Pinjam-Pakai Kawasan Hutanuntuk Gardu Induk.(GT) 1 50°KV'Gunung
Mas - Kapuas (AP 15) ‘menipakan daerah: tanah bergelombang - sedang dengan &
ketinggjan. antara 58 ~ 98 metér dari alas- permukaan faut . dengan; kondisi Iahian
sebagian besar ditulupi oleh seak belukar dan ada beberapa. merupakan lahan:kebun
kelapa sawil, karet dan ladang masyarakat dengan jarak + 10 Km dari Kabupalen
Gunung Mas menuju ke Tewah.

3} Areal untuk Gardu Induk pada wilayah Kabupaten Gunung Mas 150 x 150 meter =3.000
M2 dan lapak fower 16 x 16 meler = 256 M2 untuk belokan/ likungan dan 14 x 14 meter
= 196 M2 pada masing-masing AP yang direncanakan masih belum ada-pembebasan
lahan sampai dengan pemeriksaan lapangan dilakukan, namun dari Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas telah melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat serta dalam {ahap inventarisasi data untuk keperluan pembehasan lahan
yang nantinya melalui Tim 9 (sembilan) Kabupaten.

¢. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Nomor : 026/BAP-Proy. KTVIN2012 tanggal 15

Jull 2012 sebagai berikut :

1) Bahwa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan
Kalimantan benar telah'mengadakan survey pendahuluan berupa pemetaan topografi,
ihvent__'a{isasi- pengguna lahan, pematokan semi permanen yailu patok cor paralon dan
kegiatan lzinnya.

2) Bahwa PT. PLN (Persero) Proysk Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan belum
membual sarana prasarana, melakukan kegiatan konstruksi dan belum memobilisasi
material dan peralatan, sedangkan-pada areal rencana Gardu_Induk Kasongan telah
dilakukan pembebasan dan pembukaan lahan."

3) Areal rencana fiap Tilik Tower SUTT 150 KV yang dimahon seluas 16 x 16 = 256 M2,
sedangkan areal rencana Gardu Induk 150 KV yang dimohon seluas 25.000 — 30.000

'! FOTOCOPY SESUAI DENGAN HSLINY: :
£t /[ /2pfaRengamatan Tim Terpadu Privins! Kalimantan Tengah didampingi Dinas Kehutanan :
 ' L- 2014 &) Kabupalen Kalingan
3F E}'.&Rfs DAERAH 3 'Titik frower 2 (T.2) berada + 65 meler dari ruas jalan negara Palangka Raya —

.o n

2‘! c T SOV g

ol ?gﬁfﬂi‘*\ﬁ:—cﬁu‘}(ﬁsu"ﬂgan dengan kondisi lahan berupa belukar masyarakaf,
"'-i\ ' > Titik Tower 1 (T.1) berada di dalam areal Gardu Induk150 KV

N * 100 meler dari ruas jalen Negara Palangka Raya - Kasongan/d

lahan sudah dibebaskan dan dibuka,
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b) Kabupalen Kotawaringin Timur

Titik Tower (T.85 — T.86) berada + 100 meler dari dan crossing ruas jalan Negara
Sampit -~ Pangkalan Bun dengan kondisi lahan berupa tanaman sawit masyarakat
dan belum pembebasan lahan. )

¢) Kabupaten Seruyan

>:Titk Tower 2 (T.156) berada * 65 meler dar ruas Jalan negara Sampit -
-Pangkalan Bun dengan kondisi lahan berupa belukar masyarakaf.

> Titlk Tower/ Angle Position (AP.3/T.181) berada + 500 meter sebelah kiri dari
ruas jalan Negara Sampit - Pangkalan Bun -(Kecamatan Telawang) dengan.
kondisi fahan dekat dengan areal Perkebunani Besar Sawit:(PBS),
> Titik Tower/ Angle :Position (AP.4/T. 241) berlada_'-:t 800 meler dari-ruas. jalan
Negara Sampit — Pangkalan Bun {Kecamatan Seluluk) dengan kondisi lahan
berupa belikar masyarakat.
> Tilk Tower/ Angle Position (AP.7/T .316) berada + 200 meter dari fuas.Jalan
Negara Sampit - Pangkalan Bun (Kecamatan Hanau) dengan kondisl. lahan
. berupa kebun karet masyarakat.
d) Kdbupaten Kotawaringin Barat
> Titk Tower (T.425) berada + 100 meter dari ruas jalan negara Sampit -
Pangkalan Bun (Kecamatan Pangkalan Lada) dengan kondisi lahan berupa
kebun sawit masyarakat.
> Titik Tower/- Angle- Position (AP.12/T.469).berada di dalam areal Gardu ‘Induk
150 KV Pangkalan Bun atau + 300 ggg_e}lgg ari ruas; Jalan- Negara ;
-Pangkalan Bun (Desa Natai. Baru ’ga;nlgﬁ_ ' itan): denga
lahan berupatanaman sawit, tanaman jati dz

ati dan‘tanaman masyarakat.
11. Kepada-PT..PLN (Perserg) Unit- Induk Pembangunan Pefhtia:_r__;g]git.daq Jeiringan:i(;aﬁhuén!én
sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan. agar terlebih dahulu pada areal yang. malintasi
dan-atau fasilitas kelistrikan yang dilintasi/ dibangun:di atas arsal yang fefah dibebani hak-atas
tanah dilaksanakan ganti rugi alau kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah sesuai
ketentuan-yang berlaku.

12. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kewenangan sebagaimana diatur. dalam
Peraturan: Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut:11/2012. tanggal 28 Seplember 2012:{entang
Penibahan Afas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhul-(1/2012 tanggal 30 Maret
2011 Jo Nomor P.14Menhut-11/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraluran’ Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-1If2012 tentang Pedoman Pinjam. Pakai
Kawasan Hutan Peraluran, pada prinsipnyakam dapat merekomendasikan Permohionian, Izin
Pinjam Pakal Kawasan Hutan Unluk Kegiatan Pémbangunan Jaringan Saluran. .Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTG Bangkanai - Gardu Induk Muara Teweh — Puruk'Cahu
— KudlaKunin -~ Kasongan dan PLTU Sampit - Gard Induk Sampit — Pangkalan Bun'seluas
+ 20" hektar lsebagaimana peta‘ terflampir, selanjulnya kami ustlkan dan teruskan- sebagai
baliari Bapak Menteri Kehutanan unuk penyslesaian’ sesuai kefantuan dan peraluran yang
berlaku.

13. Dalam rangka penerliban perizinan di Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Edaran
Gubernur-Kalimanian Tengah Nomor : 522/159/Ek anggal 18 Februari 2010 dan dilegaskan
kemball sebagaimana Sural Edaran Nomor : 540/005/EK ‘langgal 2 Januani 2012, maka
kepada:PT.PEN (Persero) bahwa selama proses pengurusan Izin di-Kemenlerian Kehutanan

FoTueor: . - _RepUblkiIndonesia fidak diperkenankan/dilarang :
. ROMOR - {{ /Gl /Il /BgidMelakukan kegialan apapun di lapangan/di lokasi yang dimohon sebelum terbilnya Izin
- 2L %H?meﬁﬁr; Kewasan Hutan Untuk Pembangunan Jaringan SUTT dart Menteri
SSRETARIS D Aﬁq@a@nﬂepub[ik Indonesia. .
RANSTRADL P Agm‘]ﬂ%L@gankan dalam bentuk Hukum apapun juga baik mengenai penguasaan atau
DR 0 Aképemilikan/saham dari Perusahaan yang bersangkutan,
} \ Apabila terjadi atay fakia di lapangan ditemukan hal-hal yang bertentangan seb m
g dan b di atas, maka Rekomendasi Gubernur yang telah diterbitkan ini al@m Jf:t?ul dan A
atakan tidak berlaku, Soad
Ja D | RRIRANT
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14. Rekomendasi ini berlaku Uniuk selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal.dikeluarkan dan
dapat diperq,’anjar‘ig untik 1 (satu) Kalj Perpanjangan, dengan masa berlaku,_perp_arjjangan 6
(enam) buf‘a_q,_deggan,-k'e‘tgntya;i_lggbnnohonan perpanjangan: diajukan oleh Peﬂ§ah:fiéﬁ‘<)féng
bersangkutan paling lambat 1 (salis):bulan sebelum berakhimyajangka waklu Rekomendasi -
Ini. A

Demikian dis_ampz_llkan ‘kepada Bapak :Menter; untuk bahan prosgs lebil lanjut, dan atés

perkenan Bapak diucapkan-simakasih,

TEW;,Mpalkankep

1. Sumber-Qaya!MineraleR! di Jakarta,

2. denderz lidl Jakarta.

3. [ enderal Bif RidiJakarta.

4. Bieklucanderal Peiidun anKehutanan Rl o yakarta
5. Mmﬂeralﬂoﬁébl[; en‘fﬂ;_f(?éhif_la"%;riwf&ﬁiﬁl(‘a“ﬂa.
8. Kepald Baiai Pemantapan’ ‘Banfarbany.

7. Bupalj-Gunung Mas di Kuals Kufi

8. Bupali Kotawaringin Timur -SamplL

9. BupatiKotawaringin Baral dilPahoks o
10. Bupal Barlo Utara di Muaral Tewe, :
11. BupaliMuring Raya di Puruk G, :

12.-Bupali Kalirigan i Kasongan. b
13.:Kepala DinasPerambang dan Energi Provinsi Kl lanTengah di Palangka Raya.
14. Kepala Din ;Kehul;nan-e%ngugfj“‘g‘m“‘%hﬁm’f%k”@ya. :

Kepala Diras mantan:Tengahid Palangk
1a-;;tepa:a:mmas_:pemebgnan»Wbmg@@“é%gég&ﬂ“ﬁpﬁ% a
18. Kepala-cantor Wilayah-Badah Rerinsii i

5 ! Sy el
] an NasionaliRro skl .
STKaliman, Tengal df

17. Kepe!a;gédéntiﬁgkmggn.%u stKelimanlan;Tan j8hdi:Palangke
18. Kepala Balal Kanservasi Suber Oya Alain KallTantsn To7gah
19. Kepala Binas.Kehutanan dan:Perkebunen:Kabupalan G

i, -{'\"xe,.,

aya diPuruk Cahy,

elaDinasik nip

-.Kepéla;,DfliasgPartambangar[danng&_ blpafen;

25, Kepala ihebiingi Kabutan

26. Kepala Difas:Pertambangar! din Exg Kabupater

28. Kepa!a-Dhas-I?erhmbangarf.Qgi i

29. Kepala Dinas Kehulanan dad Py Auning'Raya ¢
; ngan can energlKabupaten Muring Raya:di-Puruk Cahy,

31. Ketua/APTA Provinsi Kalmahian Tengah di Pal y

32 Direksi.PT. Agro Bukil

34. Direks| PT.-Agro-Indomas

U amkabyL
Difias:Kehutanan-das Perigy
27. Kepala Dinas Kehutanan daq Perfé'bkuhaqwksb@&lamﬁ
30. Kepala Dinas E‘ar!ambansaﬁ_qao-%‘ejurgﬁké '
33. Direkst PT..Agro Mandiri Perdlaina

(L PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.
38..DireksF PT. Kalimantan: Sawit Abadi
3. Bireks! PT. Maju Aneka Sawit
40. Direks! PT. Perkebunan Nusantara Xill
41. Direksi PT. Surya Sawit Sejali
42. Direksi PT. Aniigrah Bintang.Itah
43. Direksl PT..Ekd Lestari
44. Direksi PT: Hamparan Milra Abadi
45. Direjsi PT. Olong Jaya Raya
48. Direksl PT.-Rimba Karya Artha Sejali
47. Direksi PT. Satria Abadi Lestari
48. Direksi PT. Agro Lestari Sentosa
49, Direksi PT. Growth Bomeo Utama
50. Direksl PT. Mina Padi Plantations
51. Direksl PT. Mufla Sawit Agro Leslari
52. Direksl PT, Tantahan Panduhup Asi
53, Ketua Koperasi-Sallo Jaya
54. Dirsktur Utama PT.PLN (Persero) Jalan M.T. Haryono No. 334 Balikpapan 76114, Kalimantan Timur
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